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ABSTRAK

Dedek Tamara Putri, (2022): Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam
Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan
Pasca Perceraian Di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari
Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi atas banyaknya kasus-kasus penelantaran anak
pasca perceraian yang terjadi di Kabupaten Kampar. Penelitian ini berjudul peran Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam
perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian ditinjau dari Hukum
Islam. Dalam pembahasan ini menarik sebuah pokok permasalahan yaitu: Bagaimana
peran peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak
(UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian? Apa
saja kendala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuanan Dan Anak
(UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian?
Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak
yang ditelantarkan pasca perceraian?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah
Kepala dan Pegawai bidang Konselor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuanan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data
deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran bahwa Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam
perlindungan korban penelantaran anak pasca perceraian yaitu, Pencegahan, Pemulihan,
dan Resosialisasi. Kendala (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak
anak yang ditelantarkan pasca perceraian yaitu masalah sumber daya manusia, kendaran
dan anggaran yang kurang memadai di (UPTD PPA) sehingga memakan waktu yang
lama untuk menyelesaikan kasus yang ada di (UPTD PPA). Tinjaun Hukum Islam
terhadap peran (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam dalam perlindungan dan hak anak
yang ditelantarkan pasca perceraian yaitu termasuk kedalam kategori maslahah dari segi
kebutuhan yaitu maslahah dharuriyah. maslahah dharuriyah itu yaitu perlindungan
terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kemudian peran yang dilakukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten
Kampar sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Hukum Islam
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang
mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.® la
merupakan sub sistem dan sistem sosial. Di dalamnya berlaku norma-norma
etika, moral, agama, dan hukum. Dan keluarga juga terbentuk karena adanya
hubungan laki-laki dan perempuan. Dari keluarga itu juga melahirkan
individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan
lahirnya individu baru tersebut maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab
yang besar pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang

tuanya.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang
seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung
tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak

tersebut meminta.?

Abror Khoirul, “Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi
Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung”. AL-ADALAH, Vol. XIII, No. 2 (Desember
2016), h. 231.

% Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2009), h. 1.



Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga
sebagai amanah dari Allah SWT., Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat
itu, Allah SWT., menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya.
Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan
menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang
tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan
memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak
dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan

diskriminasi.

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua
mendapat tugas atau kewajiban dari Allah SWT, untuk merawat,
membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka
bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada
alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan

perlindungan kepada anak-anaknya.’

Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya
adalah dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan
perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh

agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah

* Didi Sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis

Hukum Positif dan Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h.185.



menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang

tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.*

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum
mumayyiz, para ulama bersepakat yang berhak mendidik anak itu adalah ibu
dari pada bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal
tersebut.” Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia
telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksaaan kewajiban dan tanggung
jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk
memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang
masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang khusus mengatur
mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksaan

kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak
harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala
aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya
dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.® Menurut Undang -
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)
bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

* Ibid.

® Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Figih Wanita (Edisi Lengkap), (Jakarta:
PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), h. 454.

® Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta
Timur: Pena Media, 2008), h. 1-2.



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.’

Perlindungan anak ini juga sangat dibutuhkan oleh anak terlantar
dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan dilihat dari sisi kesejahteraan
sosialnya. Pada kehidupan cenderung kumuh dan mengelompok di
kantongkantong kemiskinan dan tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti
kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, atau bahkan ada

yang tidur di gerobak sampah bersama anak dan isterinya.

Dalam kondisi ini anak-anak terlantar itu tidak hanya anak yang
ditelantarkan pasca perceraian saja melainkan anak yang memang sengaja
ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi yang di bahas di sini adalah
anak-anak yang ditelantarkan pasca perceraian. Perceraian sebenarnya
merupakan problem kemanusiaan yang sangat komplek, masalah emosi
suami-isteri, masalah finansial, masalah harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan, masalah masa depan anak-anak dan lain sebagainya.®

Konsekuensi dari perceraian adalah soal hak-hak isteri selama masa

penantian (iddah), dan kewajiban pengurusan anak usia dini, serta kewajiban

" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
8 Ahmad Sukadrja, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, (Jakarta:
Proyek Diklat MA-RI, 2003), h. 78.



nafkah anak sebelum dewasa. Secara hukum semua ini merupakan kewajiban

suami.®

Para fugaha sepakat bahwa nafkah anak yang berkewajiban
menanggungnya ialah ayahnya jika mampu berkerja dan termasuk kaya,
menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah
anak-anaknya, tanpa dibantu orang lain, berdasarkan firman Allah Swt Q.s Al-

Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

4.“33345\".‘:3 A.GMJS\ \J\J\uduahlsuﬁpwé‘fj\wyu.ﬁ\ﬂb
Méﬂnguﬁyoﬁ\JJbﬂ‘ch Y\u.u.ﬁ.\u.\s.a‘fu thJMSJL}QAJJ
CUAMJJWJL&@AAW\JAUQYM\J‘J\U& dl.\d.uujj\uhjc.ﬂy
Cagjaally aal a sl 13 akile £ 3B 4031 1 3aa 5 & A1 1 Lagae
s (st ey ) & 15080 a0 ) 580y

Artinya, “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan. ” (Al-Bagarah: 233).%°

Ayat di atas menyebutkan kekhususan nafkah untuk anak karena
termasuk bagian dari ayah, sehingga memberikan nafkah kepada mereka sama

seperti memberi nafkah diri sendiri.

% Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah Il, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81.

19 \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillahtuhu Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikri,
2007), h. 139.



Namun demikian, kenyataannya tidak sedikit fakta yang justru
memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan
kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang
dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari

kewajiban menafkahi anak.

Dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari
implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak
asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi,

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak
memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak,
yang dimana anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan

pendidikan, kesehatan yang layak.

Di samping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap
perlindungan terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya ini melalui
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD
PPA), dikarenakan dengan adanya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini tentu mampu
memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap perempuan melalui

program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun dilapangan masih ada ditemui kasus-kasus Penelantaran anak

pasca perceraian yang terjadi di Kabupaten Kampar. Berdasarkan uraian di



atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peran Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Kabupaten Kampar Dalam Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan

Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari persoalkan,
penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut
adalah Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Dan HAK Anak Yang Ditelantarkan
Pasca Perceraian Di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam. Oleh
karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan

dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak
anak yang ditelantarkan pasca perceraian?

2. Apa saja kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak
anak yang ditelantarkan pasca perceraian?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten



Kampar dalam dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca

perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam
perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar
dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Kabupaten Kampar dalam dalam perlindungan dan hak anak yang
ditelantarkan pasca perceraian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan wawasan tentang peran Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

2. Secara praktis Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar serjana pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasyim RIAU



3. Dan diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten

Kampar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang
jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang kajian pustaka, pengertian peran, perlindungan anak,
penelantaran anak, hak-hak anak menurut hukum islam, hak dan kewajiban
orang tua terhadap anak setelah peceraian, maslahah mursalah, dan

penelitian terdahulu.

BAB IlI: Berisi tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi
penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, metode

pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

BAB 1V: Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, peran Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan

pasca peceraian ditinjau dari Hukum Islam.



10

BAB V: Berisi tentang, kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar
kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga

beberapa lampiran
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BAB I
KAJIAN PUSTAKA
A. Kerangka Teoritis
1. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata
peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran”
dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama.
Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa
inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater
seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur
ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran”
atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan : Actor's part one s task
of funcion. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.*!

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di
masyarakat. ** Pengertian peran menurut Soerjono soekanto, yaitu peran
merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

suatu peranan.®

" The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466.
'2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 854.

' Seorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 243.
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Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku
tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang
juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang
dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau
diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai
peran yang sama. Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa peran ini
dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara.
sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (skenario), instruksi dari
sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta
dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan
sosial pun mengalami hal yang hampir sama.**

2. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam diri orang tua, Allah SWT menanamkan perasaan cinta dan kasih
sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan
dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta
melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan diskriminasi akan
berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental
yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan
kelak di kemudian hari. Dan betapa pentingnya peran kasih sayang orang tua

pada tumbuh kebambang anak, Rasulullah mengingatkan dalam Hadits:

 Edy Suhardono, Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama 1994), h. 9-3.
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Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi
anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara
kami (HR. Tirmidzi).*

Di riwayatkan dalam Al-Quran Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa

ayat 9 yang berbunyi:
e 38 1305 0 1 sl Zgule 1580 Wil 2533 gl e 13805 30 il (Bl

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang Yyang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang
mereka yang mereka khawatirkan (terhadap kesejahteraannya).™

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara
dengan tutur kata yang benar”. Kandungan ayat tersebut telah memerintahkan
kita agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunannya yang lemabh,
baik lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan
lain sebagainya. Dalam ayat ini mengandung pesan agar dapat melindungi anak
dan cucu kita yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti
ketika ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan
terlantar dan tidak terpelihara.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha
mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan
kewajiban anak secara manusiawi.'’ Oleh karena itu setiap hak anak harus
diujung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang

sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa.

15 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Jami Ash-Shoghir min Ahadits Basyirin Nadzir, (Dar al-
Hadith: Mesir, 2016), h. 517.

'® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).

7 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), h.
76.
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Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.”

Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri
mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan
hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat
pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan
perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai Kkriteria tentang
anak.'®

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai menurut
para ahli hukum di antaranya:

1. Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena
perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak dilakukan oleh salah satu
orang tuanya, sesuai dengan ketetapan pengadilan anak ini harus bertempat
tinggal, atau yeng berdasarkan ketetapan pengadilan yang dipercayai
kepadanya.*®

2. Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak

yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkan dan ayahnya

18 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2.
19'Soimin Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet ke-3, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007), h. 14-15.
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adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan
wanita tersebut.?’

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya
sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya bahwa, “Pemisahan
yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak hilang hubungan anak dengan orang
tuanya”. Jadi meskipun ada ketentuan hukum yang menyatakan salah satu
orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk
melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.**

3. Penelantaran Anak

Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan
tanggung jawab dalam keluarga, menurut undang-undang orang yang telah
diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang
tersebut di lingkungan keluarganya.

Penelantaran berawal dari kata lantar yang mempunyai makna tidak
terpelihara, terbengkalai dan tidak terurus. Penelantaran merupakan segala
bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga.

Menurut Hari Harjanto Setiawan penelantaran merupakan tindakan pengabaian

20 Spemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet ke-1, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990), h. 24.

%! Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010),
h. 69.
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terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan
keselamatan.”

Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
penelantaran anak adalah upaya orang tua untuk melepaskan tanggung
jawabnya dengan tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap
anaknya. Penelantaran anak juga merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan
untuk memenuhi berbagai keperluan yang mana pertanggung jawabannya di
beban kan kepada orang yang dewasa baik dari fisik (tidak mengadakan
makanan yang cukup, pakaian serta kebersihan), emosional (menolak
memberikan bimbingan dan kasih sayang), pendidikan (tidak mendaftarkan
anak pada sekolah dasar) dan medis (menyangkal bahwa anak mengalami
penyakit serius).

Dengan munculnya kasus penelantaran anak serta pengabaikan atas
hak-hak mereka menandakan bahwa terdapat ketidak seimbangan di
masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk memelihara dan melindungi
manusia (anak) dengan baik. ? Penelantaran anak tergolong ke dalam
penyiksaan yang stagnan, yaitu suatu keadaan yang tidak memenuhi baik fisik,
emosi maupun sosial.

Arif Gosita menjelaskan bahwa anak adalah regenerasi penerus bangsa,

maka semua pihak yang terkait haruslah berusaha untuk melindungi

22 Hari Harjanto Setiawan, Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012), h. 61.

2% Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), Cet. Ke-3, (Jakarta : PT
Bhuana lImu Popular, 2004), h. 287.
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perlindungan anak, agar tercipta generasi yang lebih baik dari zaman
sekarang.”* Menurut keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu:
1. Tidak memiliki ayah atau ibu (yatim dan piatu) dengan tidak dibekali secara
ekonomis untuk melanjutkan pendidikan nya.
2. Orang tua sakit parah, tidak memiliki rumah serta pekerjaan yang tetap
penghasilan yang di dapat juga tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan
anak.
3. Orang tua yang tidak mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali baik
punya sendiri mau pun menyewa.
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), serta saudara yang dapat
menanggung biaya sekolah mulai dari tingkat anak-anak.?®
4. Hak Hak Anak Menurut Hukum Islam

Hak anak dalam islam adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh
manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat, bukan juga pemberian yang
didasarkan atas hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai seorang manusia kemuliaan manusia yang karenanya
perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep hak anak yang dimaksud
ialah hak-hak yang sudah melekat pada anak yang tidak bisa dicabut adalah

haknya sebagai manusia. Dalam hal ini dalam sistem seseorang anak

% bid.
% | bid.
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mempunyai hak yang harus diakui, hak yang harus diterima oleh anak dari
orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Atas pengertian tersebut perlu pemenuhat akan hak anak sebagai
penghormatan atas kemuliannya sebagai manusia, hak-hak anak yang
dimaksud yaitu:

a. Hak Nasab (keturunan)
Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya nisab, Selain itu

bentuk dari jamak nasab adalah ansab sebagaimana firman Allah dalam Q.s

Al-Mu’minun ayat 101 yang berbunyi:

,,,,,

Oslelady YW sy agdn Gl

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian
nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling
bertanya”. &

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak nasab bagi anak adalah hak
atas anak dalam kepastian status diri anak dengan orang tuanya. Anak
berhak unuk memperoleh identidas pribadi karena identitas pribadi anak
berpengaruh pada statsus dan kedudukan anak yang mana hal tersebut
bertujuan untuk menjaga kehormatan anak itu sendiri. Seorang anak berhak
untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya, nasab juga berakibat
timbulnya hubungan anak dengan ayahnya dan menimbulkan adanya hak

atas anak seperti hak waris, nafkah, wali, dan lain sebagainya.

b. Hak untuk hidup

%6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
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Kehidupan adalah modal paling berharga manusia yang darinya
kemungkina lain bersumber, maka dari itu dapat disepakati bahwa Hak yang
paling mendasar bagi seorang manusia adalah hak untuk hidup, inilah yang
menyebabkan mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain, sebab
pembunuhan yang dilakukan manusia sama saja dengan menyakiti seluruh
manusia. 2 Oleh karena itu terlarang bagi manusia dalam keadaan
bagaimanapun juga mencabut nyawa seseorang, jika ia membunuh
seseorang maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia.

Allah berfirman di dalam Q.s Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

UAJY\uﬁAMJ\wMJMMJAwM\&;\wi@AEJGM dhd;\ua

mum;P@;uNJMwM\mam&uw wjmwu\dﬁultss

UﬁMUAJY\UAdlam*AtJuSU\y

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas
dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.*®

Berkaitan denga pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah

melarangnya dalam Q.s Al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

co e 1fhis wre oA 13E T BEE(. sAEACd £od L. Hoonz o EuFel |%18k% -
1 538 Ul (S agL8 &) asblg ag255 (A (3Bla) 4pdd asa ) | 5lisl Y

2" Mashood A. Baderin, hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,(Jakarta: Komisi

nasional Hak Asasi Manusia), h. 66.

2013).

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang
besar”.*®
Ayat-ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk
hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan di
fasakh atau lainnya. Artinya agama islam sudah lebih dahulu menjunjung
tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi
Manusia (HAM).*
Hak anak mendapatkan perlindungan
Di dalam kandungan Al-Qur’an secara jelas sudah memberikan
isyarat kepada para ibu umtuk melakukn tugasnya yang sudah menjadi
godrati mereka yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, Allah SWT
berfirman: Q.s Lugman ayat 14 yang berbunyi:
G R o ale (b Alliady iy e Uy AT Adlas B35y Gl Uiag
Snaall ) 15ty
Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang
ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu ">

2 pid.

%0 Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Jakarta, Amisco,

tth.,) h. 139

2013).

%! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
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Islam memberikan pertolongan kepada janin dalam perut ibunya, sehingga
ia terlahir dan dapat hidup dengan selamat dan diampuni. Sebagian dari
petunjuk-petumjuk dalam bab ini adalah larangan bersetubuh dengan istri
ketika dia haid, upaya ini untuk menjaga keturunan dari berbagai bahaya,
dan sebagai penjagaan terhadap suami dan istri bersama.*

Pada masa kehamilan, proses pembentukan kepribadian anak telah
dimulai bahkan jauh sebelum itu yaitu tahap konsepsi. Seorang ibu telah
dapat memberikan pengaruh-pengaruh fisih dan psikologi anak dengan
memberikan rasa nyaman, tenang, kasih sayang dan nutrisi yang
diperlukan. Dalam hal ini tidak kalah penting bagi para ibu dalam
memberikan ketenangan ibu dan bayi dengan cara memperdengarkan ayat-
ayat Al-Qur’an. Di samping sebagai dzikrullah agar hati menjadi tenang,
hal ini juga bisa membuat bayi terasa nyaman, hal tersebut juga sebagaai
langkah pendidikan keagamaan pada masa bayi, melindungi diri dan janin
dalam kandungan agar terhindar dari godaan setan.*

d. Hak anak untuk disusui selama 2 tahun
ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para
bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau susu
formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan pemberian

Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin kesehatan ibu

%2 Alli yusuf As-subuki, Figih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010). h. 257.

%% Santi Lisawati , “Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perfektif Islam Sebagai Upaya
Pendidikan Agama Pada Anak”, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 1,
No 2,2007, h. 7.
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dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak di
kemudian hari. Anak mempunyai hak yang tetap atas kedua orang tuanya,
yaitu untuk dipelihara, dikasihi dan didik. Dari pernyataan Al-Qur’an ini
ditujukan kepada setiap ibu baik yang masih berstatus sebagai istri atau
yang sudah diceraikan. Yang menganjurkan nya untuk memperhatikan
penyusuan anaknya, Allah SWT berfirman Qs. Al-Bagarah ayat 233 yang

berbunyi:
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan’. 34

Jumhur fugaha berpendapat bahwa perintah menyusui ini bersifat
anjuran, dan ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya, kecuali jika ia telah
mencarikan orang yang bersedia untuk menyesui bayinya akan tetapi bayi
tersebut tidak mau menerima susunya, atau sang ayah tidak sanggup
mengupah orang menyusui anaknya atau mampu akan tetapi tidak
menemukan orang yang menyusui anaknya.>

Mereka beragumen tentang ke sunnahannya dengan firman Allah di

dalam Q.s At-Talaqg ayat 6 sebagai berikut:

et

&
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=
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2013).

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,

% Ahmad Saikhu, Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”, (Jakarta: Ibnu Kadsur,

2019), h. 396.
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Artinya: “Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.s At-Talag: 6 )*
Hak Untuk Memperoleh Nama Yang Baik

Memberikan nama yang baik adalah suatu kewajiban bagi orang tua,
pemberian nama yang baik kepada anak selain menjadi sebagai identitas
bagi anak, nama yang baik juga berarti doa dan harapan orang tua terhadap
anaknya agar menjadi seperti yang mereka inginkan. Islam sebagai agama
yang menuntun proses perubahan peradaban terbesar tetap memberikan
perhatian kepada masalah pemberian nama.

Islam menganggap bahwa diantara hak seorang anak terhadap
ayahnya adalah memilihkan untuknya nama yang bisa diterima. Rasulullah
SAW Dbersabda: “Pertama-tama yang harus diberikan kalian terhadap
anaknya adalah nama yang bagus. Oleh karena itu, hendaknya setiap dari
kalian memperbagus nama anaknya’. 3
Hak mendapatkan nafkah

Nafkah berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan dan kata ini
tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata
nafkah adalah nafagaat yang secara arti berarti sesuatu yang dikeluarkan

atau diinfakkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun

2013).

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,

%7 Santi Lisawati, op.cit., h.11.
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menurut syarah nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam

hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*

Dalam hal pemberian nafkah kepada anak, Allah SWT telah
menjelaskan di dalam Q.s Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi:
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, vyaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (Q.s Al-Bagarah: 233). ¥

Rasulullah saw. Berkata pada Hindun, “Ambillah harta suamimu
dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu. ” Hadist ini
menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab
ayah. Dalil lain diambilkan dari hadits yang menyebutkan urutan nafkah
mulai dari diri sendiri, anak kecil, kemudian keluarga, lantas anak dewasa
dan kemudian pembantu.*

Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak di bebankan
kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun
ia miskin (mu’sir) karena anak tersebut dikaitkan dengannya, bagian dari

dirinya dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya

%8 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10 , Terjemahan Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta: Gemar Islami, 2011), h. 94.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).

0 Wahbah Az-zuhaili, op.cit., h. 136.
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mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak
memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaaan. Beban nafkah dapat
dipindahkan pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke
yang lain tersebut menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban tersebut
kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (Al-
Yasar). Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan
konteks qgiyas figh berupa hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya
saat sejahtera.*!
g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tentang agama

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam bagi
anak, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha besar bagi anak untuk
mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak dalam bermasyarakat.

Muhammad zaki mengatakan agar anak tumbuh berkembang dengan
baik dan optimal perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan
dan pengajaran akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi
tantangan dimasa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran
kepada anak berarti orang tua telah memberikan perlindungan kepada
anaknya sehingga mereka hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan

yang menimpa mereka.*

1 Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, Justitia Islamica,
No. 2, Vol.12 (Juli-Desember, 2015), h. 277.

42 Muhammad Zaki, :Perlindungan Anak dalam Persfektif islam”, Asas, vol.6,No.2,juli
2014. h. 9.



26

Dalam masalah beribadah, orang tua harus memperhatikan dan
mendidik anak-anaknya sejak dini agar mereka menjadi orang-orang yang
bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Hal ini penting karena anak-anak
mereka akan menjadi generasi penerus. Masa datang akan lebih baik jika
mereka berkelakuan dan bertingkah laku baik. Nabi Muhammad SAW,
bersabda,”’perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika ia telah berusia
tujuh (tahun)! Pukullah mereka untuk sholat ketika mereka berusia sepuluh
(tahun) dan pisahkanlah mereka di tempat tidur”. Begitulah yang seharusnya
dilakukan orang tua terhadap anaknya, sekalipun mereka masih belum
balig.*?

Allah SWT berfirman didalam Q.s Al-Ankabut ayat 45, yang berbunyi:
v Y 2% % {750 %% _ [ Y @ % @ wr bheti 2 e ot T ot
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Artinya @ “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu
AlKitab (Al-Qur“an) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan
sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui
apa yang kamu kerjakan”. (Q.s Al-Ankabut: 45).**

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua diwajibkan

untuk mengajarkan anaknya untuk beribadah terutama sholat ketika ia telah
berusia tujuh tahun dan apabila diusia anak sepuluh tahun meninggalkan

sholat maka oraang tua dibolehkan untuk memukul anak dengan niat untuk

3 yodi indradi, Fikih pendidikan Anak: Membentuk Kesholehan Anak Sejak Dini (Jakarta
Timur: Qisthi Press,2006), h. 836.

** Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
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mengajari anak bukan untuk disiksa, hal ini bertujuan agar anak tidak
melakukan perbuatan yang keji dan mungkar karena sholat dapat
menceganya dari perbuatan keji dan mungkar.

Mengacu pada tujuan disyari’atkan Hukum Islam, yakni terciptanya
suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak
erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (Hifzd Al-Nasl) yang
dalam rumusan Magashid Al-Syari’ah merupakan salah satu pilar.
Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi
pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak
merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam
dikenal lima macam hak dasar yang disebut Adh-Dharuriyat Al-Khams,
yaitu Hifdz Al-Din ( pemeliharaan Agama), Hifdz Al-Nafs (pemeliharaan
jiwa), Hifdz Al-Agl ( pemeliharaan akal), Hifdz Al-nasl (pemeliharaan
keturunan atau nasab), Hifdz Al-Mal (pemeliharaan harta).

Untuk lebih rincinya lagi hak yang telah disebutkan di atas. Akan
dijelaskaan secara rinci berikut ini:

. Hifdz Al-Din (pemeliharaan Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah

kebebasan berkeyakinan, dan beribadah, setiap pemeluak agama berhak atas

agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkanya
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menuju agama serta mazhab lain.* dasar hal ini sesuai dengan firman Allah

Swt Q.s Al-Bagarah ayat 256 yang berbunyi:
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Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan

jalan yang sesat.” (Q.s Al-Bagarah: 256 )*°

Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang
untuk memasuki agama Islam ”. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini
adalah gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa masuk islam.*’

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus
dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang
mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang
tuanya.*®

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda

v o % ~w. s
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> Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, Maqgashid Syariah, tej Khikmawati,(Jakarta:Amzah,
2017), h. 1.

“ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).

47 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, loc.cit., h. 1.

“8 Baharuddin, op.cit., h. 290.
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Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya
kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak
tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi.” (HR.Bukhari)

Berdasarkan Hadits tersebut dikatakan bahwa orang tua memiliki
pengaruh yang besar terhadap anak, baik itu dalam perkataan, keteladanan,
cinta kasih dan sayang, anak-anak senantiasa meniru orang tuanya.

Para ulama telah mengemukakan contoh dari Hifdzud Din ini, antara
lain Allah Azza wa Jalla mensyari’atkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah
pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa,
haji (rukun islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud.
Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan
menyelamatkan misi dakwah.*®

Pembinaan keagamaan terhadap anak dapat dimulai ketika anak itu di
dalam kandungan dengan membaiasakan anak untuk mendengarkan perkataan
yang baik seperti Sholawat, ayat Al-Qur’an dan sebagainya. Ketika anak
beranjak dewasa dan ia telah memasuki usia baligh telah mengenal perintah
dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan
hukum syari’at sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi
larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak diridhai-Nya.

Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam shalat dan puasa, tujuannya
adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk terbiasa sholat dan

puasa sehingga ketika anak mencapai usia baligh anak sudah dalam keadaan

49 Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar,op.cit., h.12.
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siap secara jiwa dan raga untuk melakukan sholat dan puasa. agar anak terbiasa
melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya,
bersyukur kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya,
bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepada-Nya sehingga kesucian rohani,
kebaikan akhlak dan perilaku sosial-nya terjamin sejak dini sebagai bagian dari

pemenuhan hak agama anak.

b. Hifdz Al-Nafs ( pemeliharaan jiwa)

Menjaga kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik itu secara fisik
maupun mental, agar anak itu tumbuh baik dan berkembang secara normal,
tidak terjangkit penyakit perlindungan hak kesehatan anak dimulai dari dalam
kandungan.

Ubes Nur Islam dalam bukunya mendidik anak dalam kandungan
mengatakan memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orang tua,
terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan
gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan
merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.>

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam pemenuhan
gizi dan vitamin pada saat anak dalam kandungan, tetapi juga melalui
pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan
dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit
adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: memberikan

makan, minum secara halalan thayiban serta teratur dan tidak berlebihan.

2%

*% Ubes Nur Islam, Mendidik Anak Dalam Kandungan, (Gema Insani. Jakarta 2004). h.



31

Orang tua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur
berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Allah SWT berfirman didalam Q.s Al-

Bagarah ayat 1668 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu » ot

c. Hifdz Al-agl ( pemeliharaan akal)

Akal adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia
karena akal adalah yang mebedakan hakikat antara manusia dari makhluk Allah
lainnya. Oleh karena itu Allah memperintahkan manusia untuk menjaga dan
memeliharanya sereta meningkatkan kualitas akal itu dengan cara belajar dan
menuntut ilmu.

Dengan akalnya, manusia akan mendapatkan pentunjuk dan ma’rifat
kepada penciptanya, menetapkan kesempurnaan dan kaagungan manusia itu.
Al-an telah megisyaratkan manusia agar menutut ilmu. Allah SWT berfirman

Q.s Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:
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%! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
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Artinya: niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. (Q.s Al-Mujadalah:11 )*?

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila
konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual
saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.
Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena
dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat
menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula.

d. Hifdz Al-Nasl (pemeliharaan keturunan atau nasab)

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh
setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan
pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab),
melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah
keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.
Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya.
Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan
karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa
nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu,

Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.>®

52 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
%% Nurul Irfan, op.cit., h. 92.
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Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Furgan ayat 54.

158 &) 835 T’y L 40 135 £l G G318 (530 5
Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia
jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah
Tuhanmu Maha Kuasa”.>*
e. Hifdzd Al-Mal (pemeliharaan harta)

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi
anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena
memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah
kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa
yang besar. Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk
menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan.
Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja
keras terhadap orang tua untuk menghidupi anaknnya. Jika orang tua tidak
mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan
terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat,
pemerintah dan terus kepada negara.>

Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan
penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini

dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti;

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
*® Baharuddin, op.cit., h. 299.
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menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan
masa depan anak-anak menjadi suram.
5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian.

Ajaran Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan
kesejahteraan keluarga, sebagai unit yang terkecil dari masyarakat. Agar
keluarga utuh, sehat kuat dan sejahtera serta memperoleh ridha Allah SWT.
Maka bagi setiap anggotanya digariskan tugas dan tanggung jawab dan
wewenang secara terperinci.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah “Hal-hal yang wajib
dilakukan atau diadakan oleh seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya
untuk memenuhi hak dari pihak lain”. Sedangkan hak adalah “Sesuatu yang
merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri dan anak-anak yang
diperoleh dari hasil perkawinan”.56

Al-Qu’ran telah mengakui bahwa antara suami istri itu ada hak dan

kewajiban bersama secara timbal balik, hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT. (QS. Al-Bagarah ayat 228) yakni:
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Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami

% Kamal Mukhtar, Azaz-azaz Hukum Islam dalam Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), h. 126.
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mempunyai suatu tingkatan kelebihan-kelebihan dari pada isteri. Dan
57

Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana”.
Dari firman Allah ini dijelaskan baik suami ataupun istri masing-
masing telah memiliki kewajiban dan hak secara timbal balik terhadap lainnya

sebagaimana juga dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW yaitu:
s pte sty s i o 340 60 9)

Artinya: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi kalian (suami) itu
mempunyai hak tertentu atas istri kalian juga mempunyai hak tertentu atas

diri kalian”. (H.R Bukhari dan Ibnu Majah).58
Agar kewajiban-kewajiban diatas dapat terlaksana dengan baik, maka
suami istri tersebut menegakkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan cinta
dan kasih sayang. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. Surat

Ar-Rum ayat 21:
o2 ETET o g WE_ g %o g o g 0% (ThES Rz (97 of X% 32 oS% cwtE 37 gell 3 -
(b O dad ) Ba5a Ay Jany Lol 1558l L5 50 Akl (i a1 (818 & Ayl Era

o 3%%a5 o @} Lo ol
R a8l Yt

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih
dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.59

%" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).

%8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat
dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. 5, h. 160.

>% Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
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Bila kita lihat kewajiban ayah terhadap anak-anaknya sangatlah banyak
sekali yang harus ia penuhi mulai anak itu dari kecil hingga ia dewasa. Diantara
tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi adalah:

1. Menjaga keselamatan anak, dimulai sejak dalam kandungan ibunya anak
memerlukan perhatian sehingga dapat lahir dengan selamat.

2. Mendoakan keselamatan anak.

3. Mengakikahkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, disembelihkan kambing
dan mencukur rambutnya serta memberi nama yang baik.

4. Menyusukan dan memberikan makanan secara wajar menjelang dewasa
dimana masanya sudah dapat dilepaskan oleh orang tuanya untuk berdiri
sendiri.

5. Memberi kiswah (pakaian) dan tempat tinggal yang layak.

6. Menghitankan.

7. Memberi ilmu, baik mengajar secara sendiri maupun memasukkan anak ke
salah satu lembaga pendidikan.

8. Mengawinkan jika sudah baligh.®

Kewajiban orang tua (ayah) terhadap anak-anaknya dapat
dikembangkan secara lebih luas, kendatipun demikian kewajiban tersebut
diatas tetap perlu dipenuhi oleh ayah diantara kewajiban yang lainnya:

1. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak. Kewajiban pertama
dan yang paling utama, ayah selaku orang tua ialah memelihara dan

mengembangkan kemanusiaan anak. Sebab bila kemanusiaan anak itu tidak

% Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta:
Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 95.
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dipelihara dan tidak dikembangkan sebagaimana mestinya, maka menurut
ketentuan-ketentuan Allah anak tersebut dapat berubah menjadi bodoh atau
daya pikirannya tidak dikembangkan.®
2. Memenuhi keinginan Islam terhadap anak. Islam mengkhendaki manusia
yang memiliki kepribadian yang demikian tentu diperlukan pembinaan, sebab
manusia itu lahir didunia serba kekurangan baik jasmani maupun rohani.
Pembinaan tersebut meliputi pembinaan jasmani.®?
3. Mengarahkan anak agar berguna bagi orang tua. Dalam pembahasan
selanjutnya dikemukakan arti anak bagi orang tua (ayah), sehingga pembahasan
ini orang tua harus berusaha memberikan pengarahan tentang bagaimana anak
itu pandai yang tentunya memberikan pengajaran yang baik. Adapun arti bagi
orang tuanya adalah sebagai rahmat Allah, sebagai amanah Allah sebagai
penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal diakhirat, sebagai unsur
kebahagiaan, sebagai tempat bergantung dihari tua, sebagai penyambung cita-
cita serta sebagai makhluk yang harus dididik.®

Berangkat dari uraian di atas membuktikan bahwa kewajiban orang tua
(ayah) sebagai kepala keluarga terhadap anaknya sangat luas dan mencakup
kebutuhan-kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani.

Untuk itu ayah sebagai kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan

kebutuhan anak semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kesejahteraan

®1 Syahminan Zaini, Arti Anak Bagi Seorang Muslim, (Surabaya: Al-lkhlas, 1982), h. 118.
® Ibid., h. 193.
% Ali Yafi, Menggagas Figih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), h. 270.
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kepada anak-anaknya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan serta
penunjang kebutuhan jasmani dan rohani.

Dari ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya kewajiban
ayah terhadap anak begitu banyak sekali mulai dari pemberian nafkah,
pendidikan, pemeliharaan, serta tempat tinggal semuanya itu merupakan
tanggung jawab ayah selaku pemimpin bagi rumah tangga serta anak-anaknya.
Perbuatan yang amat dianjurkan dalam Agama Islam adalah menunjukkan
kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaikbaiknya. Konsekuensinya
orang tua (ayah) haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab
memelihara dan membesarkan anak itu. Waktu masih kecil ayah wajib
memenuhi segala macam kebutuhan dan ibu merawat sebaik-baiknya.
Kewajiban tersebut tetap mengikat kepada orang tua (ayah) selama anaknya
masih kecil dan belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia menjadi
suami yang sah, tetapi suami pun tetap wajib memberikan nafkah kepada
mereka (anak-anak) bila terjadi perceraian, Al-Qur’an juga menjelaskan
masalah nafkah ini dalam surat Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

A a3l o 5*Ae Ll & & 13 Gl il s AN Gy SIS

é.,)gz" [N ~ ‘."&g.
iy aally (gnpasy 20
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Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. o4

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum ibu baik yang masih berfungsi
sebagai isteri maupun dalam keadaan tertalak mereka berkewajiban untuk
menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih dari
itu. Tetapi diperbolenkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua
memandang adanya kemaslahatan. Kemudian bagi seorang ayah berkewajiban
menanggung kebutuhan hidup istri-istrinya berupa makanan dan pakaian agar
ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan
menjaganya dari penyakit. Ayat ini secara tegas memberi petunjuk tentang
kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu bahwa ia berkewajiban
menyusukan anaknya dan jika disia-siakan maka ia berdosa dihadapan Allah
SWT.

Ayat tersebut secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, dan
begitu juga terhadap ayah berkewajiban terhadap perawatan, kesejahteraan
serta tempat tinggal bagi isteri. Selanjutnya ibu berkewajiban menyusukan
anak-anaknya serta sedapat mungkin menyempurnakan penyusuan anaknya
dua tahun.

B. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Menurut Bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa arab dan telah

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (JakartaTimur: Pustaka Al-Mubin,
2013).
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dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan. ® Menurut Bahasa aslinya kata muslahah berasal dari salahu,
yuslahu, salahan, artinya yang baik, patut, dan bermanfaat.®® Sedangkan kata
mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran

dan Al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.®’

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang

dikemukakan ulama ushul figih, antara lain :

a. Al-Ghazali
Mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil
manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan
syara’.68
b. Muhammad Abu Zahrah
Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Figh, maslahah mursalah artinya

mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahtan yang oleh

syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’

8 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang,
1955, h. 43.
% Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973, h. 219.
87 Munawar Kholil, loc.cit.
% Abu Hamid al-Ghazali, Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul, Jilid 1, (Beirut: al-
Kutub al-Islamiyah,1983), h. 286.
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yang menunjukkan dianggap atau tidak.*®

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar’i (perbuatan hukum) dan

tidakuntuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syara’ datang
untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode maslahah mursalah ini masih memunculkan hal
yang problematis, dikarenakan maslahah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak
semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga
penggunaan metode maslahah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang
sangat mendesak.

2. Macam-macam Maslahah
a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Maslahah ada
tiga macam, yaitu’:

1. Maslahah Dharuriyyat

Maslahah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.”* Kemaslahatan seperti ini

ada 5, yaitu:

% Abdul Wahah Khallaf, 1lmu Ushul Figih Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani,
2003), h. 111.

" |bid., h. 348.
™ A. Syafi’I Karim, Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 97.
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a. Memelihara agama (Al-Din). Untuk persoalan Al-Din berhubungan dengan
ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari
ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang

beriman kepada Agama lain.

b. Memelihara jiwa (Al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah

sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.

c. Memelihara akal (Al- Agl). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah
akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan
kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita

untuk merusak akal sehat,seperti minum minuman keras.

d. Memelihara keturunan (Al-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka
agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan

perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

e. Memelihara harta (Al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan
zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun
harta benda komoditas agar menjadi mahal, dan mengharamkan mengambil atau

makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

2. Maslahah Hajjiyat
Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk
memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka

memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami
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kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.”

3. Maslahah Tahsiniyat

Maslahah Tahsiniyat yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas
dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari
kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang
dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.
Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dar i kemaslahatan Hajiyyah dan
kemaslahatan hajiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.

a. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

1. Mashlahah Al-Mu'tabarah (6_nixell dalall)

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah yang terdapat kesaksian Syara' dalam
mengakui keberadaannya.” Yang diperhitungkan oleh syari. Maksudnya, ada
petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan
petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan
hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Mashlahah

tersebut, Mashlahah terbagi dua:

a. Al-Munasib Al-Muatsir (i culiall)

"2 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 311.

" 1bid., h.207.
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Al-Munasib Al-Muatsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum
(Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk
Syara' dalam bentuk nash atau ijma’ yang menetapkan bahwa mahslahah itu

dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
b. Al-Munasib Al-Mulaim (a3l cauliall)

Al-Munasib Al-Mulaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik
dalam bentuk nash atau ijma’ tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah
tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara
langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan
hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah
yang ditetapkan Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai

alasan untuk hukum yang sejenis.
2. Maslahah Al- Mulghah (sblall 4alall))

Maslahah Al-Mulghah atau Maslahah yang ditolak, dalam arti tidak
dapat dijadikan sebagai hujah, karena ia bertentangan dengan nash.”* Yaitu
Mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh Syara'
dan ada petunjuk Syara’ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya
baik dan telah sejalan dengan tujuan Syara’, namun ternyata Syara' menetapkan

hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahat itu.

3. Maslahah Al-Mursalah (il el ialadll)

™ Ipid.
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Maslahah Al-Mursalah, atau yang juga bisa disebut istislah(z>b<isY)),
yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Syara' dalam
menetapkan  hukum  namun tidak ada petunjuk  Syara’" yang

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Maslahah Mu'tabarah,
sebagaimana juga juga mereka sepakat dalam menolak Maslahah Mulghah.
Menggunakan metode Mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi

perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

3. Syarat-syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang

kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat
berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam
mempergunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan
dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat
menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan
yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat
maslahah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh
ulama, di antaranya adalah :"°

a. Menurut Asy-Syathibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila:

® 1bid., h. 351-354.
" Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum

Islam,”Jurnal llmiah Ekoonomi Islam, Vol, 4 Juni, 2018, h. 70.
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1. Kemaslahatan harus sesuai dengan ketentuan syar’i yang secara ushul dan
furu’nya tidak bertentangan dengan nash,
2. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial
(mu’amalah) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam nash dan lebih
menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
3. Hasil maslahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek
Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat. Maslahah sebagai langkah untuk
menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam
masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
b. Menurut Abdul Wahab Khalaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam

apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara hagigi) bukan maslahah yang
sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam
mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
2. Berupa maslahah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi
atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al- Qur’an

dan Al-Hadist) serta ijtima’ ulama.

c. Menurut Al-Ghazali
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:
1. Maslahah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara’.

2. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (Al-
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Qur’an dan Al-Hadits).

3. Maslahah mursalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang

mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (Al-Qur’an dan Hadits)

diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup diantaranya
pertimbangan kemaslahatan manusia.’’ Di antara ayat-ayat yang dijadikan
dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah

Yunus ayat 57 :

Cinesall Aa30)5 T 5kl o W 2laa a0 (s dae 35 5015 8 000
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dn penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. ™

Hasil induksi setiap ayat dan hadits menunjukkan setiap hukum
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah

berfirman dalam surah Al-Anbiya’ ayat 107 :
Vv - el Ay V) atll i g

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

. ’)79
bagi semesta alam.

" Moh Abu Zahrah, Ushul Figih, (Mesir: Darul Araby, 1985), h. 423.
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Mubin, 2013), h.215.
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Firman Allah dalam surah Al-Bagarah ayat 185 yakni :
=0l 2 5595 51 o 5 5

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu®

Avyat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah
Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak
memepersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan
kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak
jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak

mempersukar.

C. Peneltian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian
ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun penulis menemukan
beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan subtansial dengan kajian
penelitian penulis.
1. Skrispi Husnul Aulia, berjudul “Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi Perbandingan Antara
Hukum Islam dengan Hukum Positif) ”. Dalam pembahasan penelitian ini,
penulisnya memaparkan komparasi anatara Hukum Islam dengan UU No. 23

yang terkait dengan adopsi anak. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah

™ 1pid., h. 379.
8 Ipid., h. 78.
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pokok pembahasannya, pada penelitian Husnul Aulia pembahasan difokuskan
pada adopsi.®!

2. Skripsi Andi Resky Firadika, berjudul “Penanganan Anak Terlantar Oleh
Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas
Sosial Kabupaten Gowa)”. Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya
memaparkan penyebab munculnya Anak terlantar Perbedaannya dengan
penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Andi Resky
Firadika pembahasan difokuskan pada penanganan anak terlantar oleh dinas
social.®?

3. Skripsi lis Istigomah berjudul “Figih Perlindungan Anak Jalanan (Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)”. Dalam pembahasaan
penelitian ini, penulisnya memaparkan bahwa tuntutan melindungi anak
jalanan di Indonesia dengan memenuhi haknya. Perbedaan dengan penelitian
ini adalah pokok pembahsannya, pada penelitian lis Istiqgomah pembahasan
difokuskan pada perlindungan anak jalanan, sedangkan penelitian ini

perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian.®

#1 Skrispi Husnul Aulia, berjudul “Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (studi Perbandingan Antara Hukum Islam dengan Hukum
Positif) .

®2 Skripsi Andi Resky Firadika, berjudul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial
Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”.

8 Skripsi lis Istigomah berjudul “Figih Perlindungan Anak Jalanan (Undang-undang
Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)” .
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang
sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Wawancara dengan Pegawai Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Kabupaten Kampar yang menjadi data pokok yang telah dipilih oleh penulis
dengan berbentuk hasil wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian  deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang
menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.®* Dimana data-
data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka-angka.®®

8 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
1999). h. 3.
% Ibid., h. 6.
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b. Kemudian sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.®
B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan
penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data yang bisa
dimanfaatkan oleh peneliti.®” Sumber tempat yang dimaksud adalah di Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kabupaten Kampar.
C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda
yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari
penelitian ini adalah Kepala dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau
berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang
yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan

data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah Peran Unit

8 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.
8 H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.
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Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kabupaten Kampar.
. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia
(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki
informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh
karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang
diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam
menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang

berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.®®

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling. Teknik purposive sampling sebagaimana di kemukakan oleh

Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif yaitu:

“Purposive sampling” adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang
tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan , atau mungkin
dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/

situasi sosial yang di teliti®®”.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar

tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

% bid.
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet VI, h. 53.



53

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan Pegawai bidang Konselor
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

PPA) Kabupaten Kampar.

E. Sumber Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data

pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a.Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari Kepala dan
Pegawai bidang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

b. Sumber data sekunder

Dalam hal ini yang penulis gunakan sumber data sekunder adalah
diperoleh melalui dari buku-buku, internet atau yang lainnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung

dilapangan dan melakukan pencatatan data untuk proses penelitian. Dalam
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observasi tersebut data yang diperoleh berkaitan dengan identitas para subyek
dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersebut melalui Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten

Kampar
b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama
dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari
informasi dengan sumber informasi.”® Dalam penelitian ini penulis melakukan
wawancara dengan Kepala dan pegawai bidang konselor Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar
c¢. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan
sabagainya.” Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan
dan yang berkaitan dengan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

G. Analisis Data

% Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54.
%! Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
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Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu
metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang
berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari

orang yang diteliti.
H. Teknik Penulisan

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya
menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir
deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal
khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian
kejadian yang bersifat khusus. Sehingga mendapatkan hasil yang akurat,
teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan

penulis.*

%2 A Muri Yusuf, Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 17-18.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bahwa peran Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam
perlindungan korban penelantaran anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum
Islam, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau

hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Peran bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Kampar dalam perlindungan korban penelantaran anak pasca perceraian
yaitu, Pencegahan, Pemulihan, dan Resosialisasi. UPTD PPA juga memberikan
bantuan konsultasi psikologis, memberikan bantuan hukum, dan bantuan lain seperti

sembako, dan pakaian.

2. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam perlindungan dan hak anak yang
ditelantarkan pasca perceraian yaitu masalah sumber daya manusia di UPTD
PPA baru ada 3 pegawai yang PNS sehingga butuh banyak memakan waktu
untuk menangani kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan kemudian masalah operasional yang
mana masih kurangnya kendaraan untuk melakukan survei kelapangan dalam
menangani kasus, dan juga anggaran yang terkadang pas pasan atau kurang

mencukupi dalam mencegah dan juga mengatasi kasus tersebut.
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3. Tinjaun Hukum Islam terhadap peran Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar dalam
dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian yaitu
termasuk kedalam kategori maslahah dari segi kebutuhan yaitu maslahah
dharuriyah. Maslahah Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok umat manusia, dan maslahah dharuriyah yaitu
kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di
dunia dan akhirat dan maslahah dharuriyah itu yaitu perlindungan terhadap
agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kemudian peran yang dilakukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dalam
perlindungan korban penelantaran anak pasca percerain ditinjau dari Hukum
Islam, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak terkait
terkhusus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam hendaknya memaksimalkan kinerjanya dan
lebih tegas lagi dalam perlindungan anak ditelantarkan oleh orang tuanya

pasca perceraian agar anak di Indonesia terlindungi.
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2. Agar dapat pemerintah Indonesia memudahkan penurunan anggaran
kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Kabupaten Kampar guna program yang dijalankan tidak
terhambat.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Kabupaten Kampar agar dapat melahirkan inovasi-inovasi baru
mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,
misalnya menebitkan modul pola berkomunikasi dalam rumah tangga,
melakukan penyuluhan keluarga sakinah lebih acap lagi, dan memetakan
ataupun menandai daerah mana yang sering terjadi kekerasan dalam rumah
tangga agar program dari Unit PelaksanaTeknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak lebih tepat sasaran.
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